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Abstrak: Hubungan kerja antara pegawai dan pemberi kerja merupakan hal penting dalam dunia 

ketenagakerjaan, khususnya bagi pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non-Aparatur 

Sipil Negara (Non-ASN) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Reformasi birokrasi 

memberikan tantangan tersendiri bagi perlindungan hak-hak pegawai Non-ASN, terutama saat 

menghadapi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tidak sesuai prosedur. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian perselisihan PHK pada pegawai BLUD 

Non-ASN serta mengidentifikasi kepastian hukum yang diberikan sesuai dengan Undang-Undang 

Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif 

dan empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber terkait, sedangkan data 

sekunder diperoleh dari studi literatur, dokumen hukum, dan peraturan perundang-undangan yang 

relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk memahami pola penyelesaian perselisihan 

dan kepastian hukum bagi tenaga Non-ASN di RSUD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

mekanisme penyelesaian perselisihan PHK pada pegawai BLUD Non-ASN masih menghadapi 

kendala, seperti kurangnya pemahaman terhadap regulasi yang berlaku dan minimnya sosialisasi 

hak-hak ketenagakerjaan. Selain itu, faktor internal seperti manajemen RSUD, serta faktor 

eksternal seperti kebijakan pemerintah, turut memengaruhi kompleksitas perselisihan. Dalam 

konteks kepastian hukum, meskipun Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kerangka hukum 

baru, implementasinya belum sepenuhnya mampu menjamin hak-hak tenaga Non-ASN.   

Kata Kunci: Blud, Non-Asn, Phk, Perlindungan Hukum, Rsud. 
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PENDAHULUAN 

Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang efisien dan berdaya guna, Badan 

Layanan Umum Daerah (BLUD) memainkan peran strategis sebagai unit organisasi 

pemerintah daerah yang memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan sumber 

daya manusia. Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) yang bekerja di BLUD, 

termasuk di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), menjadi bagian penting dalam 

mendukung operasional pelayanan publik. Namun, perlindungan hukum bagi pegawai 

Non-ASN masih menjadi isu yang memerlukan perhatian serius. 

Pegawai Non-ASN sering kali menghadapi tantangan dalam hubungan kerja, 

terutama terkait dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Regulasi yang ada, meskipun 

telah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, belum sepenuhnya memberikan jaminan 

kepastian hukum yang memadai. Dalam konteks reformasi birokrasi yang terus 

berkembang, penting untuk memastikan hak-hak tenaga Non-ASN terlindungi secara adil 

dan transparan. Hal ini menjadi semakin relevan mengingat peran tenaga Non-ASN dalam 

memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang berkualitas. 

Reformasi birokrasi yang dimulai sejak 2010 di Indonesia telah menargetkan 

peningkatan akuntabilitas dan efisiensi dalam administrasi publik. Namun, dalam 

implementasinya, pegawai Non-ASN sering kali terpinggirkan dalam kebijakan 

ketenagakerjaan yang lebih fokus pada Aparatur Sipil Negara (ASN). Oleh karena itu, 

diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan kebijakan yang mampu menjembatani 

kebutuhan tenaga Non-ASN dengan kepentingan BLUD sebagai institusi layanan publik. 

 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, 

yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan teori hukum yang 

relevan. Pendekatan ini dilengkapi dengan penelitian empiris melalui wawancara dengan 

para pemangku kepentingan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bogor 

untuk mengetahui penerapan peraturan dan kendala yang dihadapi dalam penyelesaian 

pemutusan hubungan kerja. Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang 

Cipta Kerja, bahan hukum sekunder seperti buku, artikel akademis, dan laporan penelitian, 

serta bahan hukum tersier seperti ensiklopedia dan kamus hukum.  

Metode pengumpulan data meliputi kajian pustaka untuk memperoleh pemahaman 

teoritis dan penelitian lapangan untuk memperoleh data empiris. Analisis dilakukan secara 

kualitatif dan deskriptif untuk mengidentifikasi penerapan asas keadilan, efisiensi, dan 

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam mekanisme penyelesaian 

sengketa pemutusan hubungan kerja yang melibatkan pegawai BLUD non-ASN di RSUD. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kualitas pelayanan kesehatan di daerah sangat bergantung pada ketersediaan sumber 

daya manusia yang kompeten dan memadai. Di Kabupaten Bogor, pegawai non-Aparat 

Sipil Negara (non-ASN) memegang peranan penting dalam menjaga keberlangsungan 

pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Pegawai ini menempati berbagai 

jabatan strategis, mulai dari tenaga kesehatan hingga tenaga administrasi. Namun, status 

kepegawaian mereka yang belum sepenuhnya terlindungi dalam Undang-Undang Aparatur 

Sipil Negara dan masih bersifat fleksibel dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

(PKWT) kerap menimbulkan ketidakpastian, terutama dalam hal pemutusan hubungan 

kerja (PHK). 

Deskripsi Pegawai BLUD Non-ASN di RSUD  



52 

Gapur, dkk. Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Pada Pegawai Blud Non-Asn Di Rumah Sakit Umum 

Daerah. 

 

 

Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) yang bekerja di Badan Layanan 

Umum Daerah (BLUD) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) memiliki peran penting 

dalam mendukung pelayanan publik, terutama di sektor kesehatan. Mereka terdiri dari 

tenaga medis, paramedis, administrasi, hingga tenaga pendukung lainnya yang direkrut 

berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Pegawai Non-ASN sering kali 

menghadapi berbagai tantangan, seperti status hukum yang belum sepenuhnya diatur 

dalam regulasi nasional serta perlindungan hak-hak ketenagakerjaan yang masih terbatas. 

Dalam konteks RSUD, tenaga Non-ASN biasanya dipekerjakan melalui kontrak kerja 

yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional BLUD. Fleksibilitas ini memberikan 

kelebihan bagi pengelolaan manajemen, namun di sisi lain menciptakan kerentanan bagi 

pegawai dalam hal kepastian kerja dan perlindungan hukum, khususnya saat menghadapi 

pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Distribusi Pegawai Non ASN di RSUD Kabupaten Bogor 

Jumlah total pegawai non-ASN yang bekerja di Badan Layanan Umum Daerah 

(BLUD) di rumah sakit umum Kabupaten Bogor mencapai 2.665 orang. Pegawai tersebut 

tersebar di beberapa rumah sakit, antara lain RSUD Ciawi, RSUD Cibinong, RSUD 

Cileungsi, dan RSUD Leuwiliang. Sebagian besar pegawai BLUD non-ASN bekerja 

dengan sistem PKWT yang bersifat temporer dan fleksibel sesuai kebutuhan organisasi. 

Namun, status ini kerap kali menimbulkan tantangan karena terbatasnya perlindungan 

hukum, khususnya terkait hak-hak ketenagakerjaan. Salah satu isu yang cukup signifikan 

adalah ketidakamanan kerja yang mereka hadapi. Kontrak yang sangat bergantung pada 

kebutuhan organisasi jangka pendek sering kali diperbarui secara sepihak oleh pemberi 

kerja, sehingga menimbulkan rasa tidak aman di kalangan pegawai. Selain itu, minimnya 

jaminan sosial dan perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja membuat mereka 

terpapar pada kondisi kerja yang tidak stabil. 

Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(BPKSDM) Kabupaten Bogor, sebaran pegawai non-ASN adalah sebagai berikut: 
Tabel 1. Distribusi Pegawai Non ASN di RSUD Kabupaten Bogor 

RSUD 
Number of Non-ASN 

Employees 

RSUD Ciawi 631 

RSUD Cibinong 747 

RSUD Cileungsi 161 

RSUD Leuwiliang 468 

Dinas Kesehatan Kabupaten 658 

Total 2.665 

(Source: BPKSDM Bogor Regency. (2024). Non-ASN Personnel Data at RSUD Bogor Regency) 

Gambaran Umum RSUD Ciawi 

RSUD Ciawi, terletak di Kabupaten Bogor, telah menjadi rumah sakit penting dalam 

pelayanan kesehatan sejak didirikan pada tahun 1993 dengan kapasitas 111 tempat tidur. 

Seiring waktu, rumah sakit ini mengalami peningkatan kapasitas menjadi 174 tempat tidur 

pada tahun 2007 setelah mendapatkan status Rumah Sakit Kelas B Non-Pendidikan. Pada 

tahun 2010, RSUD Ciawi ditetapkan sebagai Pusat Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum Daerah (PPK-BLUD), yang memungkinkan pengelolaan keuangan yang lebih 

mandiri. Pencapaian signifikan terjadi pada tahun 2019 ketika RSUD Ciawi mendapatkan 

status Rumah Sakit Kelas B Pendidikan, berfungsi sebagai rumah sakit pendidikan untuk 

Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara. Selama pandemi COVID-19, rumah sakit 

ini ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan dan aktif menyediakan perawatan serta 
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menjalankan protokol kesehatan. RSUD Ciawi terus fokus pada peningkatan kualitas 

pelayanan dan sumber daya manusia, dengan motto "Melayani Dengan Hati dan Senyum" 

yang mencerminkan komitmennya terhadap pelayanan kesehatan yang profesional dan 

akuntabel. 

Studi Kasus di RSUD Ciawi 

Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), RSUD Ciawi mengelola tenaga 

kerja dengan prinsip otonomi dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya. Sesuai 

dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RSUD Ciawi 

memiliki otonomi dalam mengelola anggaran dan operasional, termasuk sumber daya 

manusia, yang mencakup pegawai non-ASN. Pegawai non-ASN di rumah sakit ini 

memiliki hubungan kerja yang lebih fleksibel, memungkinkan pemutusan hubungan kerja 

(PHK) berdasarkan kesepakatan atau kinerja yang tidak memenuhi standar. 

Di RSUD Ciawi terdapat tiga konteks PHK, yaitu:  

1. PHK karena usia, di mana karyawan dapat dipertimbangkan untuk pensiun lebih awal 

jika kinerja menurun. 

2. PHK karena meninggal dunia atau sakit, yang memerlukan prosedur yang jelas untuk 

menyelesaikan hak-hak karyawan.  

3. PHK karena berakhirnya masa kontrak, di mana RSUD Ciawi tidak berkewajiban 

memperpanjang kontrak kecuali ada kesepakatan. 

Studi kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) di RSUD Ciawi menunjukkan 

berbagai situasi yang dihadapi pegawai. 

1. Pertama, Dede Suryadi, seorang porter dengan 25 tahun pengalaman, harus menjalani 

PHK pada usia 58 tahun sesuai kebijakan rumah sakit. Meskipun masih sehat, ia tidak 

menerima uang pensiun atau jaminan lainnya saat keluar dari rumah sakit. 

2. Kedua, Dwi Satria Prawiranegara, seorang Pelaksana Instalasi Farmasi, meninggal 

dunia setelah bekerja selama tujuh tahun. Pihak RSUD Ciawi segera mengurus PHK, 

tetapi tidak ada tunjangan kematian atau pesangon yang diberikan kepada keluarganya, 

meninggalkan istri dan anaknya tanpa dukungan finansial. 

3. Ketiga, Embay Damanhuri, seorang pegawai anestesi, bekerja dengan kontrak waktu 

tertentu. Setelah satu tahun, RSUD Ciawi memutuskan untuk tidak memperpanjang 

kontraknya akibat restrukturisasi dan pengurangan anggaran. Meskipun proses 

administrasi PHK berjalan lancar, Embay tidak menerima pesangon sesuai masa 

kerjanya. 

Ketiga kasus ini menyoroti tantangan yang dihadapi pegawai BLUD non-ASN 

dalam hal hak-hak kompensasi dan perlindungan saat PHK. 

Faktor Penyebab PHK 

Perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada pegawai BLUD Non-ASN di 

RSUD dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, adanya ketidakjelasan dalam 

perjanjian kerja, khususnya mengenai durasi kontrak dan syarat pemutusan hubungan 

kerja. Hal ini menciptakan ketidakpastian bagi pegawai terkait hak-hak mereka. Kedua, 

kurangnya pemahaman manajemen tentang regulasi ketenagakerjaan yang relevan, seperti 

Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunan lainnya. Ketiga, faktor eksternal 

seperti kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah yang sering kali mendorong efisiensi 

operasional, yang pada akhirnya berimbas pada keputusan PHK. Selain itu, kurangnya 

dialog yang terbuka antara pihak manajemen dan pegawai turut memperburuk potensi 

perselisihan, karena pegawai merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang 

berdampak langsung pada mereka. 

Penyelesaian perselisihan PHK pada pegawai BLUD Non-ASN umumnya dilakukan 

melalui mekanisme bipartit, mediasi, atau arbitrase. Mekanisme bipartit, yang melibatkan 
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negosiasi langsung antara pihak pegawai dan manajemen, sering kali kurang efektif karena 

adanya ketidakseimbangan kekuatan negosiasi. Mediasi yang difasilitasi oleh Dinas 

Tenaga Kerja juga kerap menghadapi kendala, seperti kurangnya pemahaman terhadap 

kasus spesifik BLUD dan keterbatasan waktu serta sumber daya. Sementara itu, proses 

arbitrase atau pengadilan hubungan industrial memerlukan biaya dan waktu yang tidak 

sedikit, yang menjadi beban bagi pegawai Non-ASN. Kendala lain yang ditemukan adalah 

minimnya sosialisasi mengenai hak dan kewajiban tenaga Non-ASN, sehingga banyak 

pegawai yang tidak memahami mekanisme penyelesaian yang dapat mereka tempuh. 

Penelitian ini menyoroti perlunya penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas 

manajemen BLUD dalam memahami dan menerapkan hukum ketenagakerjaan secara 

efektif. Langkah ini diperlukan untuk menciptakan mekanisme penyelesaian perselisihan 

yang adil dan efisien bagi semua pihak. 

Kepastian Hukum tenaga Non ASN di RSUD sesuai dengan Undang-Undang Cipta 

Kerja 

Kepastian hukum bagi tenaga non-ASN di RSUD diatur oleh berbagai peraturan, 

termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU ini membawa 

perubahan signifikan dalam pengelolaan hubungan kerja, baik untuk pegawai ASN 

maupun non-ASN. Salah satu perubahan utama adalah pengaturan perjanjian kerja untuk 

tenaga kontrak, termasuk pegawai BLUD non-ASN, yang sebelumnya sering kali tidak 

memiliki landasan hukum yang kuat. Pasal 49 UU Cipta Kerja mengharuskan perjanjian 

kerja mencakup ketentuan yang adil, termasuk hak-hak pekerja terkait pemutusan 

hubungan kerja (PHK). RSUD wajib memastikan bahwa perjanjian tersebut menyertakan 

ketentuan tentang pesangon, jaminan sosial, dan prosedur PHK. Pasal 156 UU ini 

menegaskan hak pekerja atas pesangon jika di-PHK dengan alasan sah. Meski UU Cipta 

Kerja memberikan kepastian hukum, tantangan masih ada dalam implementasinya, 

terutama terkait sinkronisasi dengan peraturan daerah. Oleh karena itu, peraturan daerah 

perlu disesuaikan agar perlindungan hukum untuk tenaga non-ASN di RSUD lebih baik. 

Selain itu, jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan harus diperhatikan, dan RSUD 

wajib melaporkan status tenaga non-ASN untuk melindungi hak-hak mereka. 

Implementasi Teori Kesejahteraan dan Kemanfaatan Hukum dalam Penyelesaian 

PHK 

Teori kesejahteraan menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk 

menjamin hak-hak dasar warganya, termasuk hak atas pekerjaan dan penghidupan yang 

layak. Dalam konteks penyelesaian perselisihan PHK pada pegawai BLUD Non-ASN, 

teori ini relevan untuk memastikan bahwa mekanisme yang diterapkan tidak hanya 

berfokus pada efisiensi operasional BLUD, tetapi juga melindungi kesejahteraan pegawai 

yang terdampak. Negara, melalui regulasi seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan 

peraturan terkait, memiliki kewajiban untuk menciptakan sistem penyelesaian perselisihan 

yang adil, transparan, dan inklusif. Teori kemanfaatan hukum, seperti yang dikemukakan 

oleh Jeremy Bentham, menegaskan bahwa hukum harus memberikan manfaat terbesar 

bagi masyarakat. Dalam hal ini, penyelesaian perselisihan PHK harus dirancang 

sedemikian rupa sehingga memberikan solusi yang paling bermanfaat bagi kedua belah 

pihak. Bagi pegawai Non-ASN, manfaat tersebut dapat berupa kompensasi yang adil, 

perlindungan dari PHK yang sewenang-wenang, serta peluang untuk mendapatkan 

pekerjaan kembali. Bagi BLUD, manfaatnya adalah stabilitas operasional dan hubungan 

kerja yang harmonis dengan pegawai. Implementasi teori ini dalam kasus RSUD Ciawi 

menunjukkan perlunya peningkatan dalam pelaksanaan kebijakan, termasuk penguatan 

sosialisasi regulasi kepada pegawai dan manajemen. Dengan demikian, baik pegawai 
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maupun manajemen memiliki pemahaman yang sama mengenai hak dan kewajiban 

masing-masing, yang dapat mengurangi potensi konflik.  

Efisiensi dan Keadilan dari Segi Analisis Ekonomi Hukum  

Analisis ekonomi hukum, seperti yang dikembangkan oleh Richard Posner, 

menekankan pentingnya efisiensi dalam sistem hukum. Dalam konteks penyelesaian 

perselisihan PHK, efisiensi dapat diartikan sebagai penyelesaian yang cepat, biaya rendah, 

dan menghasilkan hasil yang optimal bagi semua pihak. Namun, efisiensi tidak boleh 

mengorbankan prinsip keadilan. Oleh karena itu, sistem hukum harus dirancang untuk 

memastikan bahwa hak-hak tenaga kerja tetap terlindungi, meskipun dalam kerangka 

efisiensi ekonomi. Dalam kasus RSUD Ciawi, mekanisme penyelesaian yang ada, seperti 

mediasi dan arbitrase, masih menghadapi tantangan dari segi efisiensi. Proses mediasi 

sering kali memakan waktu lama karena kurangnya kapasitas mediator untuk memahami 

konteks khusus BLUD. Di sisi lain, proses arbitrase membutuhkan biaya yang tinggi, yang 

dapat menjadi beban tambahan bagi pegawai Non-ASN. Analisis ekonomi hukum 

menggarisbawahi perlunya inovasi dalam mekanisme penyelesaian perselisihan, seperti 

penggunaan teknologi untuk mempercepat proses atau pengembangan model mediasi yang 

lebih inklusif. Dari segi keadilan, sistem hukum harus mampu memberikan perlindungan 

yang setara bagi pegawai Non-ASN. Dalam banyak kasus, ketidakseimbangan kekuatan 

antara manajemen BLUD dan pegawai Non-ASN dapat menciptakan potensi 

penyalahgunaan. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan prinsip keadilan distributif, 

di mana hak-hak pegawai dilindungi tanpa mengorbankan kebutuhan operasional BLUD. 

 

KESIMPULAN 

Penelitian ini mengkaji mekanisme penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan 

kerja (PHK) pada pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) non-Aparatur Sipil 

Negara (ASN) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kasus PHK di RSUD Ciawi terdiri dari tiga Jenis yaitu: PHK Karena Usia, PHK 

Karena Sakit atau Meninggal Dunia dan PHK Karena Masa Kontrak. Selain itu, yang 

menjadi permasalah dalam studi kasus PHK RSUD ciawi adalah masalah kompensasi 

dimana para pegawai tidak mendapat pesangon setelah di PHK. Selain itu, proses PHK 

sering kali tidak dilandasi oleh prinsip-prinsip keadilan dan transparansi, yang 

mengakibatkan dampak negatif bagi pegawai non-ASN. Ketidakpastian regulasi 

ketenagakerjaan juga memperburuk perlindungan hukum bagi pegawai non-ASN. Temuan 

ini sejalan dengan argumen bahwa ketidakpastian dalam peraturan ketenagakerjaan dapat 

menyulitkan pegawai untuk memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Ketiadaan 

peraturan yang jelas mengenai status hukum pegawai non-ASN dalam BLUD 

memperburuk situasi mereka, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap PHK secara 

sewenang-wenang. Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan terkait memberikan 

kerangka yang cukup untuk melindungi hak-hak pekerja. Namun, implementasi dari 

regulasi tersebut masih menemui berbagai kendala, terutama dalam pengawasan dan 

penegakan hukum yang lemah. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun ada landasan 

hukum yang kuat, praktik di lapangan sering kali tidak sejalan dengan ketentuan yang ada. 

Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat pengawasan 

terhadap pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan PHK, khususnya di sektor publik. 

Dari hasil analisis, disarankan agar pemerintah melakukan revisi terhadap regulasi yang 

berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja non-ASN. Pelaksanaan regulasi misalnya 

perlindungan semua pegawai BLUD menjadi perserta BPJS Ketenagakerjaan dan 

kebijakan lain diperlukan untuk mengatur hak dan kewajiban pegawai non-ASN, termasuk 

prosedur yang harus diikuti dalam hal PHK. Penekanan pada prinsip keadilan dalam setiap 
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kebijakan baru akan menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja 

tidak diabaikan. 
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